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PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR 
                                            NOMOR  2   TAHUN 2022 
  

TENTANG 
 

 

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA MAKASSAR, 
 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan perencanaan 
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Tahun 2022, maka dipandang perlu menetapkan 
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Tahun 2022. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota 
Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Makassar Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perencanaan 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Tahun 2022. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesi 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah dengan 
Undang­undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesi Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4150); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398);  

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan 

Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar 
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);  
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik  Indonesia Nomor 4890); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);  

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 
Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 
Tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas 

Pemerintah;  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 
Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan 
Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 462); 

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil 
Pengawasan Intern Pemerintah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157);    

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);  
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21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 
2016);  

22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar 
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Makassar 

Nomor 8 Tahun 2021);  

23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 106 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022 (Berita 

Daerah Tahun 2021 Nomor 108). 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERENCANAAN 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Makassar.  
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar. 

3. Walikota adalah Walikota Makassar.  
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Makassar. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah Kota Makassar.  

6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Makassar. 

7. Perencanaan pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah.  

8. Perencanaan pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah.  

9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah 

usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB II 

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 2  

(1) Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Tahun 2022 meliputi:  
a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko; 

b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; dan  

c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyeienggaraan 
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(2) Fokus pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan sasaran pembinaan clan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja 
Pernerintah Daerah Tahun 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi 

Struktura.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan perencanaan 
pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur. 

Pasal 3 

(1) Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
Pernerintahan Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (1) diuraikan dalam pembinaan dan pengawasan Walikota terhadap 

Perangkat Daerah.  

(2) Uraian perencanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) tercan tum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 4 

(1) Walikota melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pemerintah daerah 

kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Walikota, Wakil Walikota, dan Kepala Perangkat Daerah wajib 
melaksanakan tindak lanjut basil pengawasan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang­ undangan. 

 

Pasal 5 

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 
PenyelenggaraanPemerintahan Daerah Tahun 2022 bersumber pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

 
 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 6 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota 
Makassar Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota 
Makassar Tahun 2020 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 

 
DR. Daniati, S.STP., M.H 

Nip. 19800508 199912 2 002 

 

Pasal 7 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar. 

 
Ditetapkan di Makassar 

 pada tanggal 6 Januari 2022 

WALI KOTA MAKASSAR, 

   TTD 

MOH. RAMDHAN POMANTO 

Diundangkan di Makassar 

 pada tanggal 6 Januari 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, 

        TTD 

M. ANSAR 

BARITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022  NOMOR 2 


